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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 8 TAHUN 2014
TENTANG
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU

DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan di Bidang
Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3929);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4227);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012
tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5310);

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 126);

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan
Danau,

16. Peraturan Menteri Perhnubungan Nomor KM. 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun
2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DIl BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas
keprofesionalannya.

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi yang selanjutnya
disebut SDM di Bidang Transportasi adalah sumber daya manusia
yang mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi
sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di
bidang transportasi.
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3. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi yang selanjutnya
disebut Diklat Transportasi adalah penyelenggaraan proses
pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap
perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam
penyelenggaraan transportasi.

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.

5. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok
mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi,
kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian,
penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.

6. Sertifikat Kompetensi adalah salah satu bentuk Sertifikat yang
diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan
pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang transportasi sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu
jenjang pendidikan dan pelatihan serta terhadap kompetensi untuk
melakukan pekerjaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat
Transportasi.

7. Unsur Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

8. Penyelenggara Diklat adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
11. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
Pasal 2

Sumber Daya Manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
harus memiliki Kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis
Kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan dan/atau pekerjaan di bidang
transportasi.

Pasal 3

(1) Kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
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a. Jenis kompetensi;
b. Standar kompetensi; dan

Lembaga Sertifikasi yang berwenang menerbitkan Sertifikat
Kompetensi.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Penyelenggara Diklat berwenang untuk menerbitkan Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang diberikan kepada
peserta didik yang telah mengikuti Diklat di bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, dan/atau di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

b. Pemegang Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib untuk diusulkan oleh
Penyelenggara Diklat kepada Direktur Jenderal untuk
mendapatkan Sertifikat Kompetensi.

Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah dinyatakan Ilulus uji
kompetensi dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan
oleh Direktur Jenderal.

Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Direktur Jenderal membentuk tim penguji kompetensi yang bertugas
menerbitkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi, yang anggotanya
terdiri dari Unsur Teknis, Unsur Pengajar/Dosen yang berkompeten,
dan Unsur Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 4

Kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digunakan untuk
menyusun kurikulum dan silabus Diklat di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan.

Kurikulum dan Silabus Diklat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, dan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

Jenis Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, meliputi:
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